
 
Nomor  : 090/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2024 

Lampiran :  - 

Perihal  : Surat Penawaran Kegiatan Workshop 

   
  KepadaYth. 

  Ketua DPRD Kabupaten Batang 

  Di  
  Kabupaten Batang 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan 
pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas 

Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang 

Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan  kegiatan Workshop dengan tema 

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” yang akan dilaksanakan pada:   

Hari  :  Jumat s.d Minggu 
Tanggal/ Bln. :  28 s.d 30 Juni 2024  

Tempat   :  Hotel Dafam 

        Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, 50132 

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. 
Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening  no. 

4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas 

akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil 
kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.  

 

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan 
terimakasih. 

 
 

                                              Semarang, 6 Juni 2024 

                                                                                                                                     Direktur DPPMP, 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si. 
 
 
 
 

        Tembusan :  

1. Pertinggal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

JADWAL BIMTEK DPRD KABUPATEN BATANG 

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” 

Hotel Dafam - Semarang, 28 s/d 30 Juni 2024 

 

No Waktu Kegiatan/Materi Narasumber 

Hari Jumat, 28 Juni 2024 

1 13.00-18.00 Check in dan regristasi di hotel Panitia 

2 18.30-19.00 Pembukaan: 

a. Sambutan Rektor 

b. Sambutan Ketua DPRD  

 

Rektor Unisbank Semarang 

Ketua DPRD Kab. Batang 

3 19.30-22.00 Materi I: 

Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 

2023 dan Tindak Lanjut LHP BPK  

 

 

Bp. Ismail Amir, M.M. 

(FITRA Jatim) 

Hari Sabtu, 29 Juni 2024 

1 06.00-08.00 Makan Pagi Panitia 

2 08.00-11.00 Materi II: 

Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya 

PT Aneka Usaha) dalam Perspektif Good 

Corporate Governance 

 

PT Aneka Usaha 

3 11.00-13.30 Materi III: 

Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan 

Pilkada Serentak di Era Digital 

 

Akademidi dan Praktisi 

4 13.30-14.30 ISHOMA Panitia 

6 14.30-17.00 Materi IV: 

Motivasi 

Akademisi 

7 17.00-20.00 Istirahat dan Makan Malam Panitia 

Hari Minggu, 30 Juni 2024 

1 06.00-08.00 Makan Pagi Panitia 

2 08.00-11.00 Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi Panitia 

3 11.00-13.30 Checkout  Panitia 
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PROPOSAL KEGIATAN WORKSHOP 

DPRD KABUPATEN BATANG 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tema : 
 
 

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Tahun Anggaran 2023” 
 
 
 
 
 

Tanggal Kegiatan: 
28 s.d 30 Juni 2024  

 
 

 

 

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI 

UNIVERSITAS STIKUBANK 
SEMARANG 

2024 
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I. PENDAHULUAN  

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah 

daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola urusan 

pemerintah daerah, keuangan daerah, dan kekayaan daerah. Untuk itu 

pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan 

keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah.  

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dan dituangkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana seluruh 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan 

kedalam APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBD tentunya bukanlah produk yang 

dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan 

yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat. 

Dimana peran serta masyarakat ini terwujud dalam partisipasi pada saat 

forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 

DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD 

untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan 

target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama 

oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. 

Fungsi DPRD tersebut, dapat dikatakan bahwa konteks pengawasan 

yang telah dilakukan oleh DPRD adalah untuk memastikan bahwa 

keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah untuk 

melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD, dokumen-dokumen 

pemerintah dan juga norma-norma hukum pemerintahan. Adapun 
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mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh 

DPRD adalah sebagai berikut:  

Pertama, kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 

pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

Kedua, laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan 

realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan yang dilampiri dengan laporan keuanganbadan usaha milik 

daerah.  

Ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas 

rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah 

dan DPRD. 

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 

independen. BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, 

selanjutnya BPK akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  

(DPRD) sesuai  dengan  kewenangannya.  Hasil  pemeriksaan  tersebut  

disampaikan  pula  kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa 

untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki 

sesuai saran/rekomendasi BPK.  

Pada UU Nomor 09 Tahun 2015 dijelaskan DPRD memiliki objek 

pengawasan yaitu pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan 

bupati/walikota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan 

keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  

Dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan, DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil 

Pemeriksaan yang diterima dan telah dikonfirmasikan kepada OPD. 
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Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil 

pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja. Setelah itu meminta 

pemerintah daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan 

kemudian meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

BPK dari Pemerintah Daerah. 

Adapun pengawasan tindak lanjut dari LHP BPK sendiri dapat 

dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan terhadap tindak lanjut hasil 

pemeriksaan keuangan; pengawasan terhadap tindak lanjut hasil 

pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, DPRD punya peran 

vital mengawal LHP BPK.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Universitas Stikubank 

(UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) 

Semarang akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi 

pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Batang 

dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Tahun Anggaran 2023. 

 

II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN 

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan 

workshop ini adalah sebagai berikut 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

3. Undang-Undang   Nomor   27   Tahun   2009   tentang   Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

5. Permendagri  Nomor  57  Tahun  2011  tentang  Pedoman  

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan 

Anggota DPRD Kab/Kota. 

6. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Peribahan atas 

Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi 

dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota 

DPRD Kab/Kota. 

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang 

Petunjuk Teknis Orientasi dan  Pendalaman Tugas Anggota 

DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang 

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman 

Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  

9. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan 

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 

yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Dalam Negeri RI. 

10. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM 

Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru 
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III. TUJUAN WORKSHOP  

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin 

dicapai dari kegiatan workshop ini adalah: 

1. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Batang dalam 

menganalisis Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2023.  

2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang dalam meninjak 

lanjuti  LHP BPK Tahun 2023.  

3. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang tentang 

Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) 

dalam Perspektif Good Corporate Governance. 

4. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang tentang Strategi 

Komunikasi Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak di Era 

Digital.  

 

IV. BENTUK DAN METODE KEGIATAN 

Bentuk dan metode  kegiatan workshop  ini meliputi : 

1.  Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang 

dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan workshop. 

2. Melaksanakan workshop dengan tema “Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 

2023”. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah 

dari narasumber yang kompeten dan diskusi. 

3. Penyusunan laporan kegiatan workshop. 

 

V. MATERI WORKSHOP 

1. Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2023   

2. Meninjaklanjuti  LHP BPK Tahun 2023.  

3. Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) 

dalam Perspektif Good Corporate Governance. 
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4. Strategi Komunikasi Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak di 

Era Digital.  

 

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KONTRIBUSI 

Hari : Jumat s.d Minggu  

Tanggal   : 28 s.d 30 Juli 2024   

Tempat : Hotel Dafam 

 Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang   

Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)  

dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, 

sertifikat, tas/souvenir, dan nara sumber yang berasal dari 

unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten. 

 

VI. LEMBAGA PELAKSANA 

Kegiatan workshop dengan tema: Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini akan 

dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan 

Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. 

 

VI. PENUTUP 

Demikian proposal workshop ini disusun dan diajukan dengan 

harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Batang. Terima 

kasih 

        Semarang, 6 Juni 2024 
              Direktur DPPMP, 

       
        

 

            Prof. Dr. Euis Soliha, S.E. M.Si. 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


























Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B
Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku

sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026

Jakarta, 4 - Agustus - 2021
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